
Menimbang
GUBERNURPAPUABARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
061j8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi
Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan
Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Papua Barat;
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
J aya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak. Jaya Dan Kota Sarong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018jPUU-Ij2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang
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Pasall

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaba Kecil dan Menengah Provinsi Papua
Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah
Provinsi Papua Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah Provinsi
Papua Barat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah.

BAB I
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS BALAI PENDIDlKAN DAN
PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSIPAPUABARAT.

Menetapkan

Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 9 1);

12. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016
ten tang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016
Nomor 41);
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Pasal5
(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaba Mikro, Kecil dan Menengah

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

BABV
TUGASDANFUNGSI

Pasal4
(1) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, terdiri dari:

a. Kepala;
b. SubBagianTataUsaha;
e. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
d. Seksi Bimbingan Teknis; dan
e. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha
Mikro, Keeildan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tereantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BABN
SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah
meru pakan UPT Dinas un tuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di
bidang Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Keeil dan
Menengah.

(2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah
berkedudukan di Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi
Kabupaten /Kota se-Provinsi Papua Barat.

BABIII
KEDUDUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Pendidikan Dan Pelatihan
Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Keeil
dan Menengah Provinsi Papua Barat.

BABII
PEMBENTUKAN
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Pasal6
(1) Sub BagianTata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1)huruf

b mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
b. menyusun dan menghimpun data dan informasi;
c. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumen dan

perpustakaan;
d. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan urusan rumah tangga dan perlengkapan, sarana dan
prasarana perjalanan dinas, keprotokolandan humas;

e. melaksanakan penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pengamanan barang inventaris;

f. menyusun laporan kinerja Balaij;
g. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KelapaBalai.

pendidikan dan pelatihan tenaga koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai
Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah
mempunyai fungsi:
a. penyelenggara pengkajian bahan petunjuk teknis pendidikan dan

pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b. penyelenggara dan koordinasi pendidikan dan pelatihan tenaga
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(3) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Balai;

b. mengkaji bahan petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan tenaga
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pendidikan
dan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

d. melakukan koordinasi pendidikan dan pelatihan tenaga Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan instansi yang terkait;

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

f. menyelenggarakanketatausahaan Balai;
g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas.
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Pasal8
Seksi BimbinganTeknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d
mempunyai tugas:

a. menyusun reneana kerja;
b. menyiapkan bahan, kurikulum dan tenaga widyaiswara bimbingan

teknis koperasi, usaha mikro, keeildan menengah;
e. me1akukaninventarisasi dan merencanakan program bimbingan teknis

koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah secara komprehensif;
d. menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk, pelaksanaan kegiatan

bimbingan teknis koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah;
e. menyelenggarakan bimbingan teknis dari unsur pengelola koperasi,

usaha mikro, keeil dan menengah;
f. menyiapkan sarana dan prasarana bimbingan teknis koperasi, usaha

mikro, kecildan menengah;
g. melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan

pengendalian bimbingan teknis baik antar bidang/bagian lingkup
internal dinas maupun dengan instansi terkait;

h. melakukan monitoring,evaluasi dan pelaporan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehKepalaBalai.

Pasal 7

Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf e mempunyai tugas:

a. menyusun reneana kerja Seksi;

b. menyiapkan bahan, kurikulum dan tenaga widyaiswara pendidikan
dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

c. melakukan inventarisasi dan merencanakan program pendidikan dan
pelatihan koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah seeara
Komprehensif;

d. menyiapkan bahan,pedoman,petunjuk,pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah;

e. menye1enggarakan pendidikan dan pe1atihan dari unsur pengelola
koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah;

f. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah;

g. melakukan koordinasi dalam penyusunan reneana, pelaksanaan dan
pengendalian pendidikan dan pelatihan baik antar bidangjbagian
lingkup internal dinas maupun dengan instansi terkait;

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBalai.
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Pasal 12
(1) Setiap pimpinan dalam lingkup Balai bertanggungjawab terhadap

pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan
masing-masing secara profesional dan wajib memberikan
bimbingarr/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pimpinan dalam lingkup Balai wajibmengikuti dan mematuhi aturan
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-rnasing dan memberikan
pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan
tepat waktu.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya
masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupateu/Kota se­
ProvinsiPapua Barat.

BABVII
TATAKERJA

Pasal10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri
dari sejumlah pegawaidalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Balai.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan beban kerja.

(4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas
teknis Balai sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

BAB VI
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
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Pasal 15
(1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai yang ditugaskan pada Balai diutamakan yang mempunyai

kornpetensi teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usul KepalaDinas.

(3) Pejabat Fungsional Balai diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Balai dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal14
(1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala

Dinas.

BAB IX
PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDALAMJABATAN

Pasal13
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan

Administrator.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi merupakan jabatan struktural

eselon IV.aatau jabatan Pengawas.

BABVIn
ESELONERING

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi
lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut.

(4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Balai wajib
membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat
dinas secara berkala.

(6) Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian
Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.

(7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional,
meminta petunjuk dan arahan dari KepalaDinas.
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uai dengan aslinya
'~GlItiI'~1Ibo6 BIRO HUKUM,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11.

CAP/TID

NATANIEL D. MANDACAN .

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Januari 2018

CAP/TID

DOMINGGUS MANDACAN

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Pasal18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Januari 2018

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal17

UPT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur mi berlaku, wawjib
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BABXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal16

Pembiayaan Balai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABX
PEMBIAYAAN
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TO, S.H
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..'t!F-I~Q.""": esuai dengan aslinya
~._-:..,r~.J-"'",1 ABIRO HUKUM,

DOMINGGUS MANDACAN

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TID

KEPAIA

SUB BAGIANTATA
USAHA

KEPALASEKSI
PENDIDlKANDAN KEPALASEKSI

PELATIHAN BIMBINGANTEKNIS

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI PAPUA BARAT

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018


